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BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
Kepala Daera}l menyampaikal rancangan Peraturan Daera}l tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
alggaran berakhir;

bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapata4 dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2I telah disetujui bersama DPRD Kabupaten
Klungkung dan telah mendapatkan evaluasi dari Gubemur Bali;

bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimalsud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban PeLaksanaan Anggaran Pendapatar dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 1 8 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan kmbaran Negam Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengar Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dal Bargunan (LembaJan Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Mengingat : 1.

b.

.)

3.



5.

Undang-Undang Nomor 30 'tah]un 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor gO

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kor.upsi
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2003 Nomor 47
Tambahan lJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaha.raan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba-han
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembalgunan Nasional (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tarnbaharl LembaJan Negara Republiklndonesia Nomor 5587),
sebagaaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia
"Ia}rtu 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indoneia Tah'url 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Taiun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubal dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum (l€mbaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7.

8.
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14.

17.

12.

13.

15.

16.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keualgan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tamba_han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuargan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor l1O, Tambahan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lemba-ran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keualgan dar Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaJa
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa-r
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonseia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 1 2 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ^tahull 2012 Nomor 5,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangar dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Per'wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
"lahtun 2OI7 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia N omor 6279j,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa!
Keungan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63221.,

2r.



22.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruat pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun iO tg
Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta_hun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 4),

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O2O tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 {Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 1 0) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2I (I,ellrbaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2O2 1 Nomor
3):

Dengan Persetujuan Bersalna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan

BUPATI KLUNGKUNG

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PDRATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGAMN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggundawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuargan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggarar Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca; dan
f. Laporan Arus Kas;
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporal keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan/atau perusahaan
daerah dan laporan kine{a.



Pasal 2

Laporel realisasi zrnggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
untuk Tahun Anggann 2O2l sebagai berikut :

a, Pendapatan

b. Belanja

c. Surplus/defisit

d. Pembiayaan:

Penerimaan

Pengeluaran

Pembiayaan Netto

C. SiLPA

Rp. 1. 146.O23.938.454,93

Rp. 1. 154. 190. 154.291.90

Rp. 68.667.678.339.95

Rp.

Rp. (8. r66.2 r5.836,97)

Rp.

Rp.

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.37.892.187.878,07

dengan rincian sebagai berikut ;

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

2, Selisih anggaran dengan rea-lisasi belanja

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setela-h peruba-han

b. Realisasi

c. Selisih lebih/ kurang

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.17 4.829.532.949,03 dengan rincian sebagai berikut ;

a. Surplus/ delisit setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/kurarg

0.00

64.667.674.339,9s

60.501.462.502,98

Rp. 1. 183.916. 126.333,00

Rp. 1. 146.023.938.454.93

Rp. 37 .492.147 .a7a,O7

sejumlah Rp. 212.721.720.427,Io

Rp. 1.366.91 1.875. 1 19,00

Rp. 1 .154.190.154.291 ,90

Rp. 212.721.720.427,1O

Rp. 182.995.744.786,00

Ro. 8.166.215.836.97

Rp. 174.429.532.949,09



4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. 1 L 4.328,07 0.446,05 dengan rincian sebagai berikut :

a, Anggaran p€nerimaan pembiayaan setela.l.

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. O,0O dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

b. Realisasi

Selisih lebih/ kurang

Rp. o,00

Rp. 0,00

sejumlah6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

Rp. 1 i4.328.070.446,05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 182.995.748.786,00

perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

b. Realisasi

Selisih lebih/ kurang

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2021 sebagai berikut :

a, Jumlah asot

b. Jumlah kewajiban

c. Jumlah ekuitas

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021

b. Arus kas dari aktivitas operasi

c. Arus kas dari aktivitas investasi

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan

e. Arus kas dari aktivitas Transitoris

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021

Rp. 182.995.7 48.7 86,00

Rp. 68.667.678.339.95

Rp. 1 14.328.07 O.446,Os

Rp 0.00

Rp. 68.667.678.339.95

Rp. 114.328.O7O.446.O5

1 ayat (1) huruf e per 31 Desember

1.t95.440.t76.804,t6

42.946.167.792,4O

1.152.454.OO9.O1t,76

Rp. 64.624.06r.649,95

Rp. 77.406.243.143,06

Rp. {a5.s2a.774.o2o,o3].

Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Pasa-l 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf funtuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

0,oo

36.295.990,00

RD. 60.537.866.802.98



Pasal 6

Catatan Atas l€.poran Keuangan Taiun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggarar Pendapatan da:r Belanja Daerah

sebagaimaia dimaksud dalam Pasal 1 tercartum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran I.1

l,ampiran L2

Lampiran I.3

Lampiran L4

b. Lampiran II

c. Lampirar III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

i Lampiran VI

g. Lampiran MI

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :

Ringkasal Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan,

belanja dan pembiayaan.

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, orgarrisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan darr sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;

Laporan Operasionalj

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporar Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;



h. Lampiran MII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran X

l. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. L.ampiran XW

q. l.ampiran XWI

r. Lampiran XVIII

s, Lampiran XIX

Daftar rekapitri lasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penlsihan piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

Da-ftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftd rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset

Dafta-r rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang; dan

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun anggaran 2O2! da1r dianggarkan kembali dalam tahun

anggaJan berikutnya;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari :

a. Ikhtisar l,aporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan

daerah tercantum dalam Lampiran XX yalg merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini; dan

b. Laporan kineda tercantum dalam Lampiran XX yarrg merupakan bagiar tidak

terpisahkan dari Peraturan Daeral ini.

Pasa-l 9

Penjabaian Pertarggungjawaban Pelaksanaan Anggarar Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daeralr
ini dengan penempatannya dalam Lemba.ran Daerah Kabupaten lcungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada talggal 23 Agustus 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 4

BALr 14 /52 , 2022)

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPA?EN KLUNGKUNG PROVINSI


